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"DPRD Temukan Anggaran
Siluman di APBD Bangkep

BANGKEP — DPRD Kabupaten
Banggai Kepulauan (Bangkep)
menemukan adanya anggaran si-
luman dalam tubuh APBD 2014.
Pada rapat paripurna DPRD
Bangkep belum lama ini, Fraksi
PAN Kerakyatan menyentil adan-
ya anggaran siluman di DPA be-
berapa SKPD.

Ketua Fraksi PAN Kerakyatan,
Ronald Gulla ST, menyebutkan
anggaran siluman di tubuh APBD
Bangkep tersebut berkisar Rp10
Miliar lebih. “Ada pagunya yang
naik dan ada pagunya yang tu-
run,” jelas Ronald.

Ronald menyebutkan, SKPD
besar yang berani merubah ang-
garan yaitu Bappeda bertambah
Rp3 miliar lebih dari hasil pem-
bahasan yang semestinya dalam
RKA yaitu Rp5 Miliar lebih, naik

menjadi Rp8 Miliar lebih.

Dinas Perhubungan ber-
tambah Rpl,4 miliar lebih,
Sekretariat Daerah bertambah
Rp2,3 miliar lebih, BPKAD Rp2,7
miliar lebih, BPMPD bertam-
bah Rp1 Miliar lebih, DKP3 bert-
ambah Rp1;1 Miliar lebih, Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
bertambah Rpl,2 miliar ser-
ta Dinas Perikanan bertambah
Rp1,3 Miliar lebih, dari hasil pem-
bahasan pansus serta ada beber-
apa SKPD yang berkurang diatas
Rp1 Miliar dari hasil pembahasan
pansus.

Ronald menyebutkan, se-
cara keseluruhan telah terjadi
penyimpangan APBD Banggai
Kepulauan tahun anggaran 2014
yang tidak lagi sesuat dengan ha-
sil pembahasan pansus dan juga

hasil asistensi Gubernur. “Ini bu-
kan lagi pergeseran, tetapi per-
pindahan anggaran dari SKPD-
SKPD,” jelas Ronald.

Atas temuan ini, Ronald me-
nyebutkan, DPRD Bangkep se-
cara kelembagaan akan meng-
gunakan haknya melalui inter-
pelasi dan kemudian jika tidak
bisa dipertanggungjawabkan
dan tidak bisa diterima, maka
DPRD akan memakzulkan ke-
pala daerah, dalam hal ini Bupati
Banggai Kepulauan. “Maka. dari
awal, DPRD akan menggunak-
an jalur haknya yaitu interpelasi
atas tanggapan pemerintah ter-
hadap maksud dari penyelewen-
gan anggaran ini. Apakah pemer-
intah daerah masih menghargai
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DPRD? Jika jawaban yang ka-
mi terima bisa disimpulkan ti-
dak, maka otomatis DPRD
akan menempuh pemakzulan
terhadap kepala daerah,” jelas
Ronald.

Ronald mengatakan, DPRD
sangat menghargai hubungan
baik antara eksekutif dan legis-
latif baik dalam setiap pemba-
hasan anggaran maupun pen-
gawasan jalannya pemerin-
tahan. Namun dari praktiknya,
eksekutif kerap melakukan pe-
nyelewengan, baik itu pembi-
aran masalah proyek yang am-
buradul, bahkan hingga berani
menyelewengkan APBD.

Ronald mengatakan, ter-
kait dengan proses penetapan

perda APBD bahwa hasil asis-
tensi yang seharusnya diba-
has dan diperbaiki bersama
dengan DPRD tidak dilakukan
oleh eksekutif, bahkan terkesan
sangat tertutup. Pansus DPRD
yang telah bekerja dan meny-
empurnakan Raperda APBD
tahun anggaran 2014 justru
telah dikelabui.

Persetujuan penetapan
APBD 2014 yang jelas seka-
li tertuang dalam Persetujuan
bersama Bupati dan Pimpinan
DPRD bahwa hasil notulen
pansus maupun hasil asisten-
si merupakan bagian tak ter-
pisahkan dari Perda APBD ta-
hun Anggaran 2014, justru di-
langgar oleh eksekutif dengan
merubah apa yang telah diba-
has dan disetujui oleh DPRD.
“Apa yang dibahas justru tidak

dilaksanakan oleh eksekutif,”
jelas Ronald.

Ronald mengatakan, hasil
rapat Komisi Il DPRD Bangkep
dengan empat SKPD di bulan
Mei 2014 yang mempertan-
yakan hal ini, justru mendapati
tiga dari empat SKPD merubah
sebagian programnya dan ti-
dak sesuai dengan hasil pem-
bahasan dan persetujuan ber-
sama dengan DPRD. “Untuk
apalagi DPRD, jika eksekutif
melanggar kesepakatan bersa-
ma dan mengubah hasil kepu-
tusan paripurna tanpa persetu-
juan DPRD. Hal ini merupak-
an pelanggaran terhadap kese-
pakatan bersama, pelanggaran
terhadap undang-undang dan
peraturan lainnya serta pem-
bohongan publik yang luar bi-
asa berani,” jelas Ronald.

Ronald mengatakan, DPRD
secara kelembagaan tersing-
gung. “Sejak Bangkep berdiri
belum pemnah terjadi kejadi-
an seperti ini, hal ini harus di-
usut tuntas, dilaporkan ke BPK,
Gubernur dan Kemendagri
serta jika perlu ditembuskan
ke Mahkamah Agung, karena
pelanggaran terhadap pros-
es APBD adalah hal yang san-
gat serius dan harus ditindak-
lanjuti ke tingkat selanjutnya,”
jelasnya.

Selain itu, hasil konsulta-
si DPRD khususnya Komisi IIT
DPRD Bangkep ke provinsi,
Kemendagri dan Kemenkeu ju-
ga mendapatkan rekomendasi
yang sama, diantaranya peny-
impangan terhadap APBD ti-
dak boleh dilakukan, . apalagi
diaksanakan. (bar)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




